
Memmbang:

Mengingat:

SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN CUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

tsahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (51

Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubemur Papua Tengah tentang Besarnya
Nilai Perolehan Air Permukaan;

1.

2.

3.

4.

PasalS ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Ra.ei Provirsi Pa$ua (kmbaral Nesara Republik
Indonesia Tahun 2OOl Nomor 135, Tambahan Lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OOl
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (kmbaran
r\cgara KelJuuru( llluollesla Latlutt zvz I ttuElor toJ, lalnoallall
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Repubiik in<ionesia i[omor 5324i sebagaimana teiah ciiubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I
tentang Pembentukan Peraturar Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 143,
Tarubaha:^r Ltr:nta-ra:-, iieg.rra Rtpul-.iik In,ionesia !!,:r:**r- 680 i i ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaima-na telah diubah
+*lE-ft,: V.>l; tn.-lrt+- Apn.-,.h l'tr,A,.n --Il-;-'r- )'J^n-.r A'l-n"-

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tenLang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan [embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68561:

5.Undang-Undang ..... / 2
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Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
lLcltrui a.tr llcBala l(EpuurrK rrluullcsra ldllull zvzz rloluul 't,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):

Undang-Undang Nomor 1.5 Tahun 2O22 tentang Pembentukart
Provinsi Papua Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Re pubiik incionesia iiomor 6804);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang
Pembentukan Procluk Hukum Daerah (Berita Neeara Reoublik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O
Tairun 2Oi6 tenia-ng Ferubairan Atas Peraturaur lv{crrteri Daiaru
Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19
Nomor 157);

Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahlur:. 2O23
(enrang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua
Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023
Nomor 27);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANC BESARAN NILAI PEROLEHAN
AIR PERMUKAAN.

OAD ft)a\.L) \

KETENTUAN UMUM

Ptrsal 1

DCan Peraturae Gubernur ini, yang dirnaksud dengea:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
3. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
4. Kep.l^ Bada:: ada!..h Keprrl. Radan Pengelolaur Pendapatan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah

kontribusi wajib kepada daerah yang temtang oleh orang
pn-badi atau batlan yang bersifat memaksa berdasarkan
I.lnrlr ns-I.lnr-la ng, denga.n tid.ak mendalirratka.n imha.lla.n *ecz.ro
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah b"gr
sebesar-bcsarnya kemakmuran ralgrat.

6. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah
pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan.

7. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada
permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik berada di laut
maupun di darat.

A. Harga Fasaran Umrrm, y'ang seianjutnya disingkat HPU, adalah
harga rata-rata vang diperoleh dari berbagai sumber data yang
akurat.
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BAB II
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN

BESARi\Y-A Nii,Ai PEROLEI{AN AiR PERMUIGAN

Bagran Kesatu
Tarif

Pasal 2

Tarif Pajak Air Permukaan adalah sebesar 1O% (sepuluh perseratus)

Bagian Kedua
Uasar Pengenaan

Pasal 3

Dasar Pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan
Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung
dengan mengalikan Volume Air yang diambil/digunakan dengan
harga dasar air

Pasal 4

Besaran PRt' oihitung ciengan cara mengalikan tarif dengan ciasar
pengenaan pajak.

Pasal 5

Harga Dasar Pajak air Permukaan tiapat <iikiasiirkasikan sebagai
hrikut:
a. pertamina dan para Kontraktor Migas Rp.lOO,- HDA/M3;
b. PT. PLN (Persero) untuk PLTA Rp.SO,- HDA/ M3;
c. Pf. PLN (Persero) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas

Eiumi tiiu Feur'uarigir,ii Lisir iir Telaga Uap Rp.6,- riDAi iviz;
.t n^-.^^l^^^- n^^-^t- a:- lr:-,.- ,DT\alrt D- l.\.l LtnA, ttl.u. r(lf Ltnarrddrr rjaqrd,rr arlr nlrrll\lrrl trrJnrvr, a\P, rL -rr- 111)Al tvt',
e. usaha niaga kecil Rp.45O,- HDA/ M3;
f. usaha niaga menengah Rp.640,- HDA/ M3;
g. usaha niaga besar Rp. 849,- HDA/ Mr;
l- i-l---.---: t-^^-'1 D- a,t/) ltt-\   ,, lrl-

i i-irrcr-i 6aha-d4L D- a2 r fln^ / rr3.,rru urlBurr .\P. vv r,
j. industri besar Rp. 1.023,- HDA/ M3;
k. perusahaan pertambangan Rp.f .O80,- HDA/M3;
l. perusahaan pertambangan Besar Rp. l.2OO,- HDA/M3I

Pasal 6

Cara Perhitungan Pajak Air Permukaal adalah VA x HDA x T,
dengan keterangan sebagai berikut:
a. VA adalah Volume Air yang diambil/digunakan;
b. IIDA adalah l{arga Dasar Air;
c. T adalah Tarif PAP 1O7o (sepuluh pers€ratus).
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BAB IN
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(l) Terhadap pemberlakukan PAP yang secara nyata sudah
dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur
ini, ciapat <iiiaksanakan sepanjang ticiak berteniangan
dengan Peratu.ran Perundangan-undangan.

l2l Dalam hal terdapat peraturan teknis yang dikeluarkan
Pemerintah mengenai nilai perolehan air permukaan yang
berbeda setelah ditetapkannya Peraturan gubernur ini,
WaJrO Or-lirLliuKAr l pCrlycsuar: i.

BAB tV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu.ndangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tangsal 24 Juni 2024

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundanglan di Nabire
pada tanggal 24 Jrlni 2014

PJ. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

BERTTA DAERAH PROVINSI PAPUATENGAH TAHUN 2024 NOMOR 18

uai dengan aslinya
HUKUM,

NG, S.H., M.H.
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